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ABSTRAK 

 

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi 

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan pada Undang-undang Dasar 

tersebut, Identifikasi masalah ini adalah bagaimana peran kepolisian dalam memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Telukjambe Barat dalam 

mengurangi tindak pidana pencurian bermotor dihubungkan dengan Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bagaimana 

upaya  Kepolisian dalam  menangani tindak pidana pencurian  motor di Kepolisian 

Sektor Telukjambe Barat. Adapun Tujuan dari identifikasi masalah tersebut yaitu untuk 

mengetahui peran kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

di Kecamatan Telukjambe Barat dalam mengurangi tindak pidana pencurian bermotor 

dan untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian  

motor di Kepolisian Sektor Telukjambe Barat.Metode penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu meneliti bahan pustaka segala 

sesuatu yang tertulis/data sekunder sebagai dasar untuk diteliti terhadap peraturan-

peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, 

sumber datanya segala studi kepustakaan,Hasil Penulis adalah kejahatan curanmor 

yang terjadi di wilayah Teluk Jambe Barat terus mengalami perubahan. Pada tahun 

2019 tercatat terjadi 2 kasus curanmor, pada tahun 2020 tercatat terjadi 6 kasus 

curanmor, dan pada tahun 2021 tercatat terjadi 3 kasus curanmor. Hal ini menunjukkan 

adanya penurunan yang cukup signifikan. Curanmor yang terjadi pada tahun 2020 

jumlahnya sangatlah tinggi, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum dan setelahnya   
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ABSTRACK 

Indonesia is a State of Law, this is confirmed in the 1945 Constitution of the Republic 

of Indonesia Article 1 Paragraph 3 which reads "The State of Indonesia is a State of 

Law". Based on the Constitution, the identification of this problem is how the role of 

the police in maintaining security and public order in Telukjambe Barat District in 

reducing the crime of motor theft is related to Law No. 2 of 2002 concerning the 

Indonesian National Police and how the Police's efforts in handling the crime of 

motorcycle theft in the West Telukjambe Police. The purpose of identifying the problem 

is to determine the role of the police in maintaining security and public order in the 

Telukjambe Barat District in reducing the crime of motorized theft and to find out the 

police efforts in dealing with the crime of motorcycle theft in the West Telukjambe 

Police. empirical juridical approach, namely researching library materials, everything 

written/secondary data as a basis for research on regulations and literature related to 

the problems studied, the data source is all literature studies. The West is constantly 

changing. In 2019 there were 2 cases of theft, in 2020 there were 6 cases of theft, and 

in 2021 there were 3 cases of theft. This indicates a significant decrease. The number 

of thefts that occurred in 2020 was very high, compared to the years before and after 
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